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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI
DAERAH

ABSTRAK : - Riset dan inovasi memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian
tujuan pembangunan. Riset dan inovasi menjadi landasan akuntabilitas dalam
pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan daerah serta solusi permasalahan pembangunan di
Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk percepatan pencapaian hasil riset dan inovasi
perlu dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.
12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.
13 Tahun 2022; uu No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 38 Tahun
2017; Pepres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 78 Tahun 2021; Permendagri No. 80
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Permendagri No. 7 Tahun 2023; Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023; Perda Provinsi
Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jabar
No. 4 Tahun 2015; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan riset dan inovasi
daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Penyelenggaraan riset dan inovasi daerah bertujuan untuk
meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
IImu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi daerah,
meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur
Pemangku Kepentingan riset dan inovasi daerah, meningkatkan pemanfaatan
Riset dan Inovasi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, kualitas hidup,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian,
daya saing, daya tarik Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah dan
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mensinergikan
penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Gubernur menyelenggarakan Riset dan
Inovasi di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan dan/atau
Perangkat Daerah lainnya. Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan
Riset dan Inovasi Daerah dalam Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Iimu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat
peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi
permasalahan pembangunan daerah. Riset dilakukan oleh penyelenggara Riset
dan Inovasi Daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan. Gubernur dapat melakukan pengembangan Invensi dan Inovasi yang
dilaksanakan di Daerah Provinsi. Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk
perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah; landasan



CATATAN

pengambilan keputusan; peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan Daerah; naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk
penyusunan peraturan daerah; solusi permasalahan Pembangunan; dan/atau
peningkatan pendapatan asli daerah. Gubernur melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaran Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan secara teknis
oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang
Penelitian dan Pengembangan. Gubernur memberikan penghargaan dan/atau
insentif kepada pengusul Inovasi Daerah yang usulannya berhasil diterapkan
sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis, insentif diberikan kepada
Kelembagaan IImu Pengetahuan dan Teknologi yang telah teregistrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan dalam
melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber
dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 30 Januari 2025.
Penjelasan : 8 him.



